BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi terjadinya kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa
berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana
merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.
Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi
kejahatan itu terjadi, jika manusia tersebut tidak mempunyai landasan
yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia sudah sejak dulu
terbukti. Perjuangan ini tidak lepas dari peran pemuda yang tampil lebih
awal secara positif dan murni menuju Indonesia merdeka. Hal ini dapat
dilihat sejak generasi ’08. ’28, dan generasi ’45, bahkan sampai dengan
perjuangan mengisi kemerdekaan gerak langkah generasi muda pada awal
perjuangan tersebut tampak kompak bersatu dalam perjuangan
menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga mendapat dukungan rakyat
Indonesia.'

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, prosentase
kejahatan juga ikut berkembang sampai dalam segala segi bidang

kehidupan manusia. Bahkan sampai dalam bidang pendidikan yang ada di

1Sudiyo, “Arus Perjuangan Pemuda Dari Masa Ke Masa’, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003),1.



Indonesia. Hal ini merupakan penyakit besar yang dialami oleh negara
Indonesia.

Melihat peranan pendidikan saat ini. Seharusnya warga Indonesia
layak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar tanpa adanya unsur
pemanfaatan dari pihak-pihak yang berkutit di dalamnya. Sebagaimana
disebutkan dalam pasal 31 amandemen UUD 1945:*

1. Setiap warna negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainnya.

Program wajib belajar 9 tahun yang direncanakan sukses oleh
pemerintah pada tahun 2008-2009 diperlancar dengan adanya program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibiayai oleh Program
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)’

Adanya program ini diharapkan masalah pendidikan dapat
berkembang dengan baik dan benar. Namun dalam kenyataanya ternyata
masih banyak kasus-kasus yang mana adanya pihak-pihak yang telah
memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk menguntungkan dirinya
sendiri atau orang lain.

Masalah pungutan liar di sekolah merupakan masalah lama yang pada
saat ini belum dapat ditanggulangi secara menyeluruh. Pungutan liar di
sekolah adalah suatu kenyataan sehingga sering kali sekolah dianggap

menguras. Kegiatan ini lalu membengkak dan dianggap sebagai

*Undang-Undang Dasar 1945
*Pena pendidikan nomor 5 1 september 2006,2.



eksploitasi yang amat menguras.”

Sebagai seseorang yang dipilih dan diberi amanat dalam mengemban
tugas seharusnya tidak melakukan hal-hal dapat merugikan kepentingan
banyak orang dan negara. hal ini sesuai dengan kehendak Allah dalam
menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tugas
memakmurkan alam dan mengembangkan amanat risalah serta
menegakkan segala amal yang mengandung kemaslahatan, kebaikan dan
kebenaran. Pemberian tugas khalifah ini disertai bekal potensi yang
diciptakan Allah SWT. Demikianlah khalifah itu ditugaskan untuk
senantiasa menjalankan syari’at Allah SWT. Dan mengemban tanggung
jawab yang dipikulkan kepadanya. Jika ia tidak melakukannay, berarti ia
telah mengikuti syahwatnya dan menjadi perusak di muka bumi.’

Banyaknya kewajiban-kewajiban yang dilanggar begitu saja
mengakibatkan fungsi hukum di Indonesia menjadi sangat lemat. Dimana
seharusnya hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan
masyarakat. Hal ini di mungkinkan karena watak dan sifat hukum yang
memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di
masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui
norma-norma yang mengatur pemerintah-pemerintah ataupun larangan-

larangan sedemikian rupa. Selain itu hukum juga bersungsi sebagai sarana

*Syaifudin Al Mandari, “Rumahku Sekolahku{Jakarta: Pustaka Zahra 2004),.3
>Abdul Fatah Jalal, “Azas-Azas Pendidikan Islam”, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1988), 43.



untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.’

Terkait dengan masalah pungutan liar apabila dilihat dari segi si
pelaku, sebab-sebab dia melakukan tindakan ini dapat berupa dorongan
dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat,
atau kesadarannya untuk melakukan. Kemungkinan orang yang
melakukan tindakan seperti ini adalah orang yang penghasilannya cukup
tinggi. Bahkan sudah berlebih jika dibandingan dengan kebutuhan
hidupnya. Bahkan kesempatannya juga sangat kecil karena sistem
pengendalian peraturan sudah sangat bagus. Dalam hal ini maka unsur
yang menyebabkab dia melakukan tindak pidana pungutan liar adalah
sifat-sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus yang memang ada
pada manusia tersebut.’

Allah berfirman dalam surat ar-rahman
&35 (O pladh &3 s dgs s (el 1gas 5 (2515
©) iS85 O b oo 5

Yang artinya: Dan bumi telah dibentangkan-nya untuk makhluk (-
nya). di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai
kelopak mayang. dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang
harum baunya. maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu
dustakan. QS. Ar Rahman ayat 10-13°

Seorang yang sudah dipilih untuk menduduki suatu jabatan oleh

negara merupakan aparatur sipil negera. Dimana dalam hal ini mereka

6Soedjono Dirdjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum’, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999),155.

’Surachmin, Suhadi. “Strategi & Teknik Korupsi®, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),92,

8 Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubih, 2013),535.



semua menjadapatkan gaji yang juga sudah sesuai dengan aturan dan
kedudukannya masing-masing. Tapi dalam kenyataannya di luar masih
banyak tindakan pungutan liar dan dalam undang-undang nomor 20 tahun

2001 hal ini termasuk korupsi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah undang-undang tentang
pembaharuan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada beberapa pasal di dalam
undang-undang ini yang mengalami perubahan. Di antaranya yaitu pasal 2
ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang penjelasannya terdapat
dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dan pasal 5
sampai dengan pasal 12 yang rumusannya diubah dan dijelaskan dalam
pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 20 tahun 2001. Pasal — pasal
tersebut diubah karena dalam rumusan pasal-pasal tersebut masih
mengacu pada KUHP yang naskah aslinya menggunakan bahasa belanda.
Dan dalam pasal 43 B UU NO 20 tahun 2001 menjelaskan beberapa pasal
dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga pasal-pasal dalam

UU NO 31 tahun 1999 ada yang diubah rumusannya.’

Mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara
dalam undang-undang ini dikatakan korupsi. Meskipun tidak menjelaskan
secara langsung tentang tindakan pungutan liar tetapi perbuatan ini telah

melanggar pasal di dalam UU NO 20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan

°R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005),4.



jabatan. Selain itu, dalam hukum pidana Islam hal ini termasuk dalam
kategori jarimah ta’zir karena merupakan sebuah larangan syara’ yang

diancam dengan hukuman ¢a zir.

Dari uraian yang disampaikan di atas. Penulis tertarik untuk
membahas tentang masalah ini dan dikaitkan dengan undang-undang
korupsi yakni undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi. Dan juga pandangan dari hukum pidana islam itu sendiri.
Itulah yang menarik perhatian peneliti dan yang menjadi alasan peneliti
untuk menulis judul “Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negera Dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam”.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah

yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

1. Pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara.

2. Pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pungtan liar yang
dilakukan oleh aparatur sipil negara.

3. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pungutan liar yang

dilakukan oleh aparatur sipil negara.



4. Penyebab aparatur sipil negara melakukan tindakan pungutan liar.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pungutan Liar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh
aparatur sipil negara.

2. Tinjauan hukum pidana terhadap Pungutan Liar yang dilakukan oleh

aparatur sipil negara.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih
praktis dan opeasional, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam
beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pungutan Liar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 yang dilakukan oleh aparatur sipil negara?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap Pungutan Liar

yang dilakukan oleh aparatur sipil negara?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak



merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah
ada'

Penulisan skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai pungutan
liar belum ada. Namun di beberapa universitas lain sudah ada, di
antarannya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Gilang Andhika Gunawan fakultas
Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2013 “Tinjauan Kriminologis
Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah”.
Inti dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya
pungutan liar meliputi faktor internal yang terdiri dari faktor ekonomi,
faktor mental, faktor penyalagunaan wewenang dan faktor kultural. Dan
faktor eksternal terdiri dari dipengaruhinya budaya masyarakat yang
dilayaninnya, kebijakan politik negara dan kelompok elite."'

Skripsi lainnya ditulis oleh Nuruz Zaman jurusan Siyasah Jinayah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011
“Sanksi Pidana Pungli Oleh Pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Inti dari skripsi ini menyatakan bahwa
pungutan liar di sekolah merupakan kejahatan jabatan yang mana telah
memenuhi untur pegawai negeri, menerima hadiah atau janji karena
jabatan dan wewenangnya. Dalam hal ini pungutan liar sama dengan

kejahatan suap karena dilakukan untuk memperlanjar berjalannya sesuatu.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: t.p, 2014), 8.

“Gunawan Andhika Gilang, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Angkutan
Umum Antar Daerah” , (skripsi -- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013)



Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU
sesuai dengan kejahatan yang ditimbulkan, baik hukuman ringa, sedang
atau pun berat.'?

Begitu banyak kajian yang membahas tentang pungutan liar akan
tetapi semua itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis
karena penulis lebih menekankan pada Undang — Undang dan hukum
pidana Islam tentang pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil
negara serta dikuatkan dengan adanya contoh nyata pungutan liar yang

sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

E. Tujuan
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh aparatur sipil negara.
2. Untuk mengetahui tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap

pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

"Nuruz Zaman, “Sanksi Pidana Pungli Oleh Pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)
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bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah
pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negeri sipil.

b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian
berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan
masalah pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negeri sipil.

2. Aspek Terapan (Praktis)
Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi
masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum yang benar
dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan
khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi

hukum pada umumnya.

G. Definisi Operasional
Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit
tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini,
maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitan ini, “judul”
definisi operasional dari judul tersebut adalah:
1. Hukum pidana Islam adalah larangan syara' yang dijatuhi sanksi

oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman hadd atau fa‘zir"

" Abdurrahman al-Maliki, “Sistem Sanksi dalam Islam”, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), 50.
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Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum
pidana Islam yang dinyatakan oleh empat madzhab fikih yang
terkenal yaitu madzhab malikiyah, hanabilah, syafi’i dan hanafiyah.
Dalam hal ini menggunakan teori tentang jarimah ta’zir.

2. semua bentuk pungutan-pungutan yang tidak resmi atau yang tidak
memiliki ladasan hukum.

3. Undang — undang nomor 20 tahun 2001 adalah undang-undang
Republik Indonesia tentang perubahan atas undang-undang nomor
30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam
hal masalah pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara

terdapat dalam pasal 12."

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana
yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta
mengembangkan ilmu pengetahuan.”” Metode penelitian dalam hal ini
akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap
kebenaran secara sistematis dan konsisten.
1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

“Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
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a. Data tentang pungutan liar dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber Data

a. Sumber primer
Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai
sumber informasi yang diteliti.'® Data primer yang didapat
adalah:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber sekunder
Sumber Sekunder yaitu data yang mendukung atau data
tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang
tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.'’
Sumber data sekunder berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain
yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya:
1) Kitab undang undang hukum pidana
2) Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam,

(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

"°Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),91.
17715
Ibid.,31.
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3) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1993).

4) A.Djazuli, Figh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan
dalam Islam), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997).

5) R. Wiyono, S.H. pembahasan undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi edisi kedua, (jakarta: sinar grafika,
2009).

6) Drs. P.AF. Lamintang, S.H. delik-delik khusus, kejahatan
Jjabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana
korupsi (jakarta: sinar grafika 2009)

7) Soedjono, Dirdjosisworo. Pungli: Analisa Hukum &
Kriminologi, cetakan ke-2. (Bandung: Sinar Baru. 1983).

8) Soedjono Dirdjosisworo, “Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1999).

3. Teknik Pengumpulan Data
kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan
datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik
yang digunakan adalah pustaka, yakni menggali data dengan buku-

buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Pengumpulan data dalam teknik ini yakni mengkaji bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti kitab
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perundang undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab
undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan bahan
hukum sekunder adalah buku buku hukum serta catatan tulisan yang

mendukung dan memperjelas bahan hukum primer.

. Teknik Analisis Data

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan
deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel
yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak
dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.'® Maksudnya menggunakan
teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya dalam hal ini
data tentang pungutan liar dalam undang-undang nomor 20 tahun
2011. Kemudia dianalisa menggunaka teori hukum pidana islam

dalam hal ini menggunakan teori jarimah ta’zir.

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini,

penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun Sistematika

B1bid..6.
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pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara
sistematis sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari, Latar
Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi
Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, memuat tentang landasan teori tentang tinjauan umum
Hukum Pidana Islam meliputi: pengertian tindak pidana, jarimah ta’zir,
macam-macam jarimah ta’zir dan dasar hukum jarimah ta’zir.

Bab III, memuat tentang pembahasan mengenai pungutan liar yang
dilakukan oleh aparatur sipil negara dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:
Pengertian pungutan liar, Dasar Hukum, Aparatur Sipil Negara Dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bab IV, memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam tentang
pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara meliputi:
pungutan liar dalam hukum pidana islam dan pungutan liar dalam
undang-undang no. 20 tahun 2001

Bab V, memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



